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Permasalahan yang diajukan dalam 'penelitian ini adalah 

:Bagaimana perilaku Pegawai Neger(Sipil ( PNS).datam memberikan pelayanan 

'puhlik ditinjau dari sudut pandang Hukum Adrninistrasi '! ~ Bagaimana peran 

peraturan perundang-undangan agat dapat mendorong perilaku positif PNS dalam 

memberikan pelayanan publik ? ; Bagaimana poia pengembangan perilaku PNS 

agardapat memberikan pelayananpublik yang lebih profesional ? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : ingin mengkaji perilaku 

Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dalam memberikan pelayanan publik ditinjau dari 

sudut pandang Hukum Administrasi ; ingin mengkaji peran peraturan perundang- . ' 

'undangan agar dapat mendorong perilaku positif PNS dalam memberikan 

pelayanan pubJik ;. ingin mengkaji poia pengembangan Perilaku PNS sesuai 

dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dan Hukum Administrasi. 

Penclitian ini !'lcruapakan penelitian hukum, yang 'bersifat 

nonnatif. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahanhukum primer dan 

bahan hukum sckunder ditambah temuan di lapangan yang berkaitan dengan 

pokok masalah penelitian. Bahan hukum primer digunakan berupa hukum positif 

yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perilaku PNS datam 

memherikan pelayanan publik . Bahan sekunder meliputi buku literatur dalam 

bidang Hukum Administrasi maup~ bidang lainnya yang berkaitan dengan 

pokok masalah penelitian. 

Oatam penelitian ini dibahas dan disimpulkan sebagai berikut : (1) 

Ada hanYllk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentllng perilaku PNS 
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dalam memberikan pelayanan publikyang diatur dalarn UU, Peraturan 

'pcmcrintah, Inpres, KepMcn, maupun pcrda. PengatuQU1 perilaku PNS mcmang 

merupakan hal yang Sangat penting akan tetapi jika terlalu banyak peraturan 
. . 

justru akan menimbulkan suatu kesulitan dalam memahami maupun 

melaksanakannya di Japangan. Begitu juga bagi masyarakat akan mengaJami 

kendala jika ingin ikut berpartisipasi dalam mendorong PNS untuk terus 

berperilaku yang lebih positif. Untuk meningkatkan perilaku posistif PNSperlu 

adanya pcndekatan yang bersifat hoJistik dan komprehenship sehingga diperlukan 

beberapa pend~katan yaitu :Pendekatan Legal, Pendekatan Moral, Pendekatan 

Administratif, Pendekatan Etos Kerja,. (2) Pembenahan hukum diperlukan untuk 

dapat mendorong perilaku PNS ke arab yang lebih konstruktif dan dinamis. 

Pembenahan hukum harus dapat mendorong birokrasi .untuk dapat merubah 

perilaku PNS agar pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan 
" . 

kepada publik Penegakan hukum dan pembenaban peraturan perundang-

undangan dalam pelayanan publik hendaknya dapat menciptakan pelayanan yang 

adil dan sesuai dengan tuntutan masyarakat.· Hal ini sesuai dengan. asas 

demokrasi teiutarna berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam 

penyelenggaraan pemerinta1.1an , baik berupa pengarnbilan keputusan maupun 

berupa perbuatan-perbuatan nyata. (3) Pengembangan profesionalisme sebagai 

pola pengembangan . perilaku PNS merupakan hal yang tepatkarena di dalam 

profesionalisme perilaku PNS akan' selalu didasarkan pada aturan-aturan hukum, 

Kode Etik serta transParasi dan akuntabilitas dalarn memberikan pelayanan 

kepada publik. Dengan Profesionalisme PNS bukan hanya mementingkan 

masyarakat akan tetapi juga akan menyeimbangkan kepentingan negara, 

masyarakat serta PNS itu sendiri. Profesionalisme bukan hanya untuk PNS bagian 

teknis saja akan tetapi profesionalisme juga dituntut bagi PNS yang menjadi 

pejabat tingkat bawah maupun atas. 4 

Ad"~un saran yang diberikan adalab : (1) Perlu adanya kajian 

berkaitan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang menbratur 

tcntang perilaku PNS . Hal ini dimaksudkan agar ada suatu peraturan yang khusus 

2 

. I 

IR-Perpustakaan Universitas Ailangga 

Laporan Penelitian Perilaku Pegawai Negeri Sipil Lanny Ramli



, 
/ 

berkaitan dcngan perilaku PNS schingga masalah-masalah yang ada di lapangan 

dapat dipahami dcngan mudah baik bagi PNS itu sendiri maupun oleh masyarakat 

, sehingga dengan demikian diharapkan akan dapat lebih dipedomani sebagai 

suatu acuan untuk meningkatkan perilaku PNS lebih positif. (2) PNS perlu terus 

dikembangkan ke arah yang semakin professional sehingga citra PNS akan 

semakin positif dan disegani masyarakat. Pengembangan profesionalitas yang 

telah dicanangkan oleh pemerintah hams tems disambut dengan aturan-aturan 

yang lebih implementatif sehingga hetuJ-betul dapat dirasakan oleh masyarakat 

dan betul betul membawa negara dan bangsa ini menjadi lebih maju dan 

berbudayao <of.- /..--" . 0 f) '.... . _________________ ~ __ ~~~_~_~~ ~c i ::; rl-~o.w cu vu cru f <;, q:>! L ~ PC°::1 :.,'~ ~lU.t! r;)U b{(~ 

Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UNAIR 

Dibiayai DIKTI, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Surat Perjanjian No: 318/SP31PP/OP2M1II/2006 Igll Pebruari 2006 
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SUMMARY 

. BEHAVIORAL PUBLIC SERVANT CIVIL IN GIVING EV ALUA TED 
PUI3LIC SERVICE FROM THE ASPECT OF LOOK INTO THE 

ADMINISTRATION LAW 

By : Lanny Ramli, SH, M.Hum. 
Dr. Nursyam MSi. 

2006 

Page amount 43page 

Problcms raiscd in this rcsearch is : How behavior of Public Servant 

Civil (PNS) in giving evaluatcd Public service from the aspect oflook into the 

Administration Law'?; How role of law and regulation so. that can push the 

positive behavior of PNS in. giving Public. Service?; How behavioral 

dcvelopment pattern of PNS so that can give the more professional public 

service? 

As for intention of this research is:wishing to study the behavior of 

Public Servant C·. ,il ( PNS) in giving evaluated Public service from the aspect 

of look into the Administration Law; wish to study the role of law and 

regulation so that can push thc positive behavior of PNS in giving Public 

Service ; Wish to study the behavioral development pattern of PNS as 

according to public service principles and Punish the Administration. 

This research represent the law research having the character of

nonnati ve. Substance punish in this research is consisted of by the substance 

punish the primary and substance punish the sekunder added by a field data of 

related to the root of the matter research. Substance punish the primary used 

by in the tonn of positi ve law that is law and regulation of related to behavior 

PNS in giving public service. substance Sekunder cover the literature book in 
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the field of Law orand also Administration other area related to the root of the 

matter research. 

In this research is studied and concluded as follows: (1) Th~re is a lot . 

or law and regulation arranging about Behavior PNS in giving public service 

arranged in UU, Governmental Regulation, Inpres, KepMen, and also Perda. It 

is true Behavioral. arrangement of PNS represent the very important matter 

however if too much regulation exactly will generate a[n difficulty in 

comprehending and also executing in field. So also for society will experience 

of the constraint if we like to follow to participate in pushing PNS to ~ non

stopped by more positive behavioral. To increase positive. behavior of PNS 

need the existence of approach having the character of holistic and 

comprehensi ve is so that needed by some approach that is : Legal Approach, 

Moral Approach, Administrative Approach, Ethos Approach work,. (2) 
" 

Correction' punish needed to can push the behavior PNS of up at more 

dynamic and constructive. Law correction have to can push the bureaucracy 

for the fox of can be behavioral of PNS so that service given accountable to 

public. Straightening of law and correction of law and regulation in public' 

service shall can create the fair service and as according to demand society. 

This matter as according to Ground democratize especially go together the 

procedure and substance in governance management, good in the form of 

decision making and also in the form of realization. (3) . Professionalism . . 

Development as Behavioral development pattern of PNS represent the correct 

matter. Because in behavioral Professionalism hence PNS will always relied 

on a order punish the, Code Etik and also transparency and accountable in 

giving service to public. With the professionalism PNS not merely making 

account of society however also will balance the state importance, society and 

also PNS itself. Professionalism not merely for the PNS just technical shares 
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however protessionalism IS also claimed for PNS becoming functionary 

ground floor and also tor. 

As tor suggestion given is : (1) Need oHis existence of study go 

together to the number of law and regulation arranging about behavior PNS. 

This Matter is intendcd so that there is special regulation go together the 

behavior PNS. This Matter is intended so that there is special regulation go 

together the behavior PNS so that problem of exist in perceivable field easily 

for PNS itself and also by society. So that is thereby expected will be able to 

more guidance as an behavioral reference to increase PNS more positive. (2) 

PNS require to be non-stopped to be developed by up at which professional 

progressively so that image PNS will be positive progressively and respected 

the society. development Professionalism which cymbal have by government 

have to be non-stopped to be greeted with the more orde.r of implementation 

so that really can be felt by society and really bring the this nation and state. 
. . 

become more go forward and cultured. (3) The importance Law Inforcement . 

---------------------------------------------------

Majors Punish The Administration of State of Faculty Law UNAIR 

Defrayed The: DIKTI, Directorate of Research and Devotion To Society 

Contract No : 31S/SP3fPP/DP2M1II/2006 date of 1 Februari 2006 
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mengalami perubahan dan menjalani tantangan agar terns maju dan Hemakin 

profesional. 

Untuk memberikan pelayan publik PNS hams memiJiki 

kemampuan tertentu. yaitu: (1) Kemampuan untuk kesadaran etis (2) 

K~ampuan untuk berpikir secara etis (3) Kemampuan untuk berperilaku secara 

etis, yaitll memiliki perilaku, sikap, etika moral dan tata knuna (etiket) yang i>aik 

(good moral and good mpnner) dalam bergaul atau berhubWlgan dengan pihak 

lain (sosial contact) (4) Kemampuan untuk kepemimpinan yang etis (ethical 

leadership) 
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I. 

BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan publik di Indonesia tergolong buruk, berbagai 

upaya hukurn baik preventif, maupun represif untuk. meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dinilai berbagai kalangan kurang berhasil. 

Sehingga diperlukan adanya upaya lain untuk meningkatkan kUalitas 

pelayanan publik; salah satunya adalah merubah perilaku PNS itu 

sendiri.Dalam hal ini diperlukan adanya PNS yarig penuh kesetiaan dan 

ketaatan kepada Pancasila, Undang Undang asar 1945, Negara dan. 

Pemerintah serta yang bersatu padu,. bermental baik, berwibawa, kuat, 

berdaya guna, berhasil guna,bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan 

tanggung jawabnya sebagai unsure aparatur Negara, abdi Negara dan 

abdi ma(' · · ~ rakat. 

Sebagaimana dengan organisasi ptofesi Jainnya, PN~ 'sebagai 

suatu profesi harus memiliki perilaku yang sesuai dengan etika 

pelayanan publik. Untuk meningkatkan . profesionalitas pelayanan 

. publik Treatment etika rnenjadi lebih fungsional. Karena etika 

mempunyai ·arti yang lebih dalaril dibandingkim dengan hukurn yang 

hanya membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moral . 

menyangkut juga sikap batin seseorang. 

Di era reformasi, demokrasi dan globalisasi tentu banyak 

masalah - masalah yang . muncul berkaitan dengan kehidupan dalam 
. 9 

bemegara dan bermasyarakat , begitu juga masalah dengan pelayanan 

publik yang terus rnengalami perubahan dan inenjalani tantangan agar 

terus majti dan scmakin profesional. Apalagi di masyarakat telah 

tumbuh kesadaran hukum yang tinggi sehingga masyarakat. sudah 

berani menuntut pemenuhan haknya. 

Berkaitan dengan · pelayanan publik, maka kedudukan dan 

peranan PNS adalah penting dan menentukan karena PNS adalah unsur 

r MILIK l 

l 
PERPUSTAKAAN ' ~ 

UNIVERSITAS AIRLANOOA 

. SURABAYA . 
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aparatur ncgara untuk mcnyelcnggarakan pcmerintahan dan 

pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Tujuan 

nasional seperti termaksud pada pembukaan Undang Undang Dasar 

1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tanah 

tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa· dan ilrutmelaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial. Tujuan nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui 

pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis 

serta dilaksanakan seeara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna 

dan berhasil guna. 

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan 

suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseintbangan 

antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah 

negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan 

bersatu, dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang 

merdcka,bersahabat, tertib dan damai. Kelancarari penyelenggaraan 

pemerintahan dan." pelaksanaan pembangunan nasional terutama 

tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan 

aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan fr!gawai 

negen. 

Untuk itulah perlu adanya pengkajian kembali apakah perilaku 

yang dimiliki oleh PNS masih reI evan dengan prinsip-prinsip pelayanan 

publik yang profesional. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

perilaku PNS terse but serta bagaimana pola pengembangan perilaku 

PNS sesuai ~engan prinsip-prinsip pelayanan publik dan Hukum 

Administrasi 

Pengertian pegawai negeri sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 1 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 

Pokok Kepegawaian , pegawai negeri adalah mereka yang setelah 
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mcmenuhi 'syarat - syarat.yang ditentukan dalam peraturan perundang-

I undangan . yang berlaku. diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara 

lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan pe~n<~ang

undangan dan ,digaji menurut peraturan perundang-un'dangan yang 

berlaku. . Setiap pegawai negeri wajib mentaati segal a peratumn 

perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan 

yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan 

tanggung jawab. Secara teoritis seorang PNS harus memiliki 

kemampuan tertentu, yaitu: (1) Kemampuan untuk kesadaran etis (2) 

Kemampuan untuk berpikir secara etis (3) Kemampuan untuk· 

berperilaku secara etis. yaitu memiliki perilaku, sikap, erika moral dan 

tata krama (etiket) yang baik (good moral and good manner) dal~ 

bergaul atau berhubungan dengan pihak, lain (sosial contact) (4) 

Kemampuan untuk kcpemimpinan yang etis (ethical leadership). 

Untuk menjawab masalah-masalah yang dikemuka~n dalam 

penelitian ini digunakan pendckatan metode kualitatif hal 1m 

diharapkan akan dapat mengkaji masalah dengan lebih komprehenship 

dan mendalarn mengingat rna salah perilaku PNS merupakan masal 

yang kompleks 

PeneJitian ini adalah penelitian hukum nonnatif , 

berupaya untuk mengkaji kete.ntuan-ketentuan hukum positif rna 

azas-azas hukum-hukum umum (P.M. Hadjon, 1997). Selanj 

untuk memperoleh kebenaran ilmiah, maka pendekatan yang 

penehtian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual a 

pendekatan peruhdang-undangan (. .. tatuta approach) dan 

perbandingan (comparative approach) dan pendeka 

(hyslorish approach) (PM 'Haqjon, 
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adalah pcndckatan untuk mendapatkan kejelasan pembenaran ilmiah 

berdasarkan konsep-konsep hukum, yang terkandung dalam prinsip

prinsip hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pengkajian 

terhadap perrnasatahan penelitiandi<ia4i8rkan pada nnnusan yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan. SeJanjutnya mengenai 

pendekatan sejarah, adalah pengkajian yang dilakukan terhadap 

sejarah perkembangan peraturan perundangan yang terkait dengan 

perrnasalahan penelitian. Mengenai pendekatan perbandingan 

Champbel mcnulis bahwa pendekatan ini digunakan untuk mengkaji 

konsep-~onsep hukum pada sistem hukum suatu negara yang dianut 

dan dibandingkan dengan konsep-konsep hukum pada sistem hukum 

negara lain (Charnpbell, 1996 ) 

Berdasarkan sifat penelitian ini yakni penelitian hukum secara 

norrnatif maka fokus penelitian ditujukan pada studi bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang 

dimaksudkan disini berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang

Undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Mengenai bahan 

hukum sekunder terkait dengan bahan-bahan pendukung bahan hukum 

primer seperti buku teks, disertasi, makalah1artikel ilmiah dalam 

bidang hukum, jurnal l1miab hasil penelitian di bidang hukum, basil

hasil seminar diskusi, simposium dan sebagainya ' 

Mengenai .prosedur pengumpulan bahan hukum , mula-mul 

di~impun bahan hukum baik primet maupun sekunder yang berkai 
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dcngan topik atau substansi penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut 

ditelusuri melillui studi kepustakaan, lembaga-lembaga penerbitan 

. pemerintah maupun swasta , pertemuan ilmiah, seperti seminar, 

lokakarya. dan sebagainya 

Setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan. diedit, dipelajari. 

kemudian diambil intisarinya, berupa teori, ide, konsep, argumentasi, 

maupun I. "tentuan-ketentuan hukum yang terkait. Semua bahan hukum 

dieatat pada kartu-kartu yang ~udah disiapkan berkaitan dengan pokok 

masalah. 

Dalam tahap analisis, analisis dilakukan. dengan dengan 

menganalisis seJUruhperaturan perundang-undangan yang mengatur 

pelayanan publik diargumentasikan secara teoritik berdasarkan konsep 

Hukum Adminsitrasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan 

publik. 

B. Masalah Yang Diteliti 

1. Bagaimana periJaku pegawai negeri sipil ( PNS) dalam memberikan 

pelayanan publik ditinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi ? 

2. Bagaimana peran peraturan perundang-undangan agar dapat 

mendorong perilaku positif PNS dalam memberikan pelayanan 

publik? 

3. Bagaimana pola pengembangan perilaku PNS agar dapat 

memberikan pelayanan publik yang lebih profesitmal ? 
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BABII 

TUJUAN DAN MANFAAT 

A. Tujuao 

1. lngin mengkaji perilaku Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dalam 

. memberikan pelayanan Publik ditinjau dari sudut pandang 

Hukum Administrasi 

2. lngin mengkaji peran peraturan perundang-undangan agat dapat 

mendorong Perilaku positif PNS dalam memberikan Pelayanan 

Publik 

3. lngin mengkaji pola pengembanganperilaku PNS sesuai dengan 

prinsip-prinsip pelayanan publik dan Hukum Administrasi 

B. ManCaat 

I. Secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah Ilmu 

Pengetahuan terutama berkaitan dengan Hukum Adminsitrasi 

dalam hal 'yang lebih khusus lagi adalah Hukum Kepegawaian. 

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi baru 

berkaitan dengan perilaku PNS dalam memberikan pelayanan 

publik dari sudut pandang Hukum Administrasi yang sampai 

sekarang hal ini belum banyak dikaji melalui riset. 

2. Diharapkan dapat disusun peraturan-peraturan atau norma sebagai 

pedC"'-'ll1 PNS. Karena setiap profesi apapun lebih-Iebih PNS tentu 

sangat perlu . ba~nya mempunyai landasan moral yang dapat 

dipedomani dalam berperilaku untuk memberikan pelayanan 

publik yang lebih profesional . 

3. Untuk pengembangan perilaku PNS yang berbasis pada 

pengembanl:,'8Jl lingkunl:,'8Jl kerja yang kondusif untuk dapat 

memberikan pelayanan publik yang profesional dan bertanggung 

jawab. 
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/ 
I 

"---

BABm 

KAnAN PIJSTAKA 

A Etika Pelayanan PubUk 

Malpublic administration berkaitan dengan persoalan 

etika. Oleh karena itu pendayagunaan "treatment etika menjadi lebih 

fungsional untuk menaggulangi malpuhUc: administration 

(Sholehuddin,200S: 6) Karena etika mempunyaiarti yang lebih dalam 

dibandingkan dcngan hukum yang hanya membatasi diri pada tingkah 

" lalu lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap batin 

seseorang: (Bertens,1993: 29) 

. Baik hukum maupun moral. mengatur tingkah laku 

manusia. namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja. 

sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang. (Bertens, 

"1993: 29-35) Bahkan Etika dapat menimbulkan suatu keterampilan 

intelektual, yaitu keterampilan untuk beragumentasi secara rasional dan 

kritis. (Yustina Rostiawati,1993:4) Dalam era demokrasi kekuatan 

norma etik sebagai sarana kontrol internal tetaplah tidak boleh 

disepelekan. Dalam kancah struktural, pada tataran makro, hukum boleh 

diduga akan lebih fungsi~nal; sedangkan tataran agency yang mikro 

diduga etikbaru akan lebih berperan (Wignjosoebroto, 2004: 14-16) 

Untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan publik 

diperlukan adanya Etika pelayanan publik. Karena tanpa adanya 

norma-norma kehidupan manusia akan menjadi liar (Devos, 1987 : 17-

18) begitu juga dalam pelayanan publik diperlukan adanya norma yang 

akan menjadi pedoman dalam berperilaku. Etika pelayanan publik 

menjadi semakinpenting apabila diingat bahwa kriteria untuk menjadi 

Pegawai Negcri Sipil (PNS) adalah memiliki akhlak dan sikap perilaku 

yang terpuji serta profesionalisrne.(www.dJnfokorn-jatim.go.) 

Oleh sebab itu penggalian dasar etika dan profesinal tidak 

dapat diabaikan. (Simandjuntak, 2003,: 1 85-86) Untuk itulah maka 
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pengkajian etika pelayanan publik menjadi hal yang harus dilakukan 

agar upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang profesional terus 

dapal dikembangkan. Untuk dapat berperilaku etik maka dipedukan 

adanya aturan-aturan formal dan informal yang dikembat:'gkan oleh 

organisasi dan berbagai unitnya dan perilaku yang ditentukan oleh 

hukurn, moralitas, dan erika profesional terhadap organisasi itu .. (Kast, . 
2002: 256) Karena bagi suatu profesi tanpa adanya ikatan nonna maka 

akan dapat merugikan orang lain. Sedangkan untuk melaksanakan etika 

tersebut diperlukan moralitas yang tinggi bagi, penyandang profesi 

terse but. (RusJan, 1995: 43-44) 

B. Perilaku Pegawai "Negeri Sipil Ditinjau Dari Sudut Pandang 

Hukum Administrasi 

Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia 

diperlukan langkah yang tepat dan mendesak salah satunya adalah 

tentang aparatur. (Atmasasmita, 2005) Sedangkan mengkaji perilaku 

PNS (behavioural) masuk dalam pendekatan hukum administrasi. 

Dcngan pendckatan ini aspek yang masuk dalam hukum administrasi 

adalah aspek orang yang melahirkan sisi kontrol yang lain yang 

menyangkut kepatutan perilaku (hehoorli.fkheid)Sedangkan masalah 

kepatutan perilaku adalah etika untuk mengujinya bersandar pada norma 

etika, ( Hadjon 2002) 

Di Amerika telah dikembangkan prinsip-prinsip pelayanan 

publik • di Belanda telah berkembang norma perilaku (etika 

pemerintahan) yang berasal dari yurisprudensi dan laporan Ombudsman 

yang dapat dikategorikan dalam dua unsur: (1) sikap melayani 

(dienstb rheis... servitute) (2) terpercaya (betrouwbaarheid .... 

relibility) yang meliputi keterbukaan , kehati-hatian, integritas, 

kesederhanaan dan kehormatan. (Hadjon, 2002) 

Seorang dikatakan profesional menyangkut penilaian 

masyarakat dan hal ini. tidak lepas dari nilai dan etika yang ada di 
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masyarakat itu scndiri. Dengan adnya etika pelayanan publik dapat 

dipakai sebagai pedoman untuk bersikap dan perperilaku daiam rangka 

menjaga citra organisasi, profesional dan . be~ggung jawab: ( 

Soemirat, 2002: 168-169) Dj Amerika Kode Erik PeJayan Publik 

mempunyai lima Prinsip (indicator) yaitu: (American" 2000:67~8) (1) 

Layani (l ..... "g ban,Yak. (2) Honnati Konstitusi dan Hukum (3) 

Mempertunjukkan Integritas Pribadi (4) Mempromosikan Etika 

Organisasi (5) Mengejar Profesional Keunggulan. Di Indonesia perilaku 

PNS yang tertuang dalam Kepmen No: 631KEPlM.PAN17/2003 

Perilaku PNS hendaknya memperhatikan Asas Pelayanan Publik (1 ) 

Transparansi (2) Akuntabilitas. (3) Kondisional (4) Partisipatif (5) 

Kesamaan Hak (6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban. 

Dengan adanya norma yang mengatur bagaimana PNS 

harns berperilaku maka diharapkan seorang PNS dalam memberikan 

pelayanan pada publik memiliki kemampuan tertentu, yaitu: (Soem!rat 

: 177) : (I) Kemampuan untuk kesadaran etis (2) Kemampuan untuk 

berpikir secara etis (3) Kemampuan untuk berperilaku secara etis, yaitu 

memiliki periJaku, sikap, etika moral dan tata krama (etiket) yang baik 

(good moral and good manner) dalam bergaul atau berhubungan dengan 

pihak lain (sosia/ contact) (4) Kemampuan untuk kepemimpinan yang 

etis (et~ica//eadership) 

C. Pengembangan Perilaku Pegawai Negeri Sipil 

Sesuai dengan asas negara hukum sebuah konstitusi 

seharusnya juga menyediakan mekanisme kontrol ( Harjono, 2002) 

Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pelayanan sesuai 

kebutuhan yang dijamin oleh hukum oleh pemerintah yang wajib 

dilaksanakan oleh aparatnya. (Isnaeni,2003) Untuk menjamin hak 

warga negara maka diperlukam kontrol ektemal. Bentuk kontrol 

tcrsebut bisa merupakan pengawasan terhadap perilaku PNS. . Di 

Bdanda pengawasan perilaku (behoorlijkheidscontrole) dilakukan oleh 
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Ombudsman ( Hadjon, 2002) Sedangkan perintah perilaku yang paling 

umum dapat digolongkan (Bruggink: 100) menjadi: 

2. Perintah (gehod) adalah kewajiban umum urytuk melakukan 

sesuatu 

3. L~gan (verbod) adalah kewajiban umum untuk tidak 

melakukan sesuatu 

4. Pembebasan (vrijslelling, dispensasi) adalah perbolehan 

khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara ilinum 

diharuskan . 
5. Izin (Ioeslemming, pennisi) adalah pembolehan khusus untuk 

melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. 

Dalam pelayanan publik salah satti aspek· yang menonjol 

adalah keharusan aparatur mempWlyai komitmen yang besar pada .nilai 

dan standar moralitas yang ting1:,ri dalam menjalankan kekuasaan 

pemerintahan. (Mulyadi : 2004 ) Posisi PNS yang netral merupakan 

cmbrio menuju profesionalisme birokrasi; PNS sebagai suatu profesi 

harus memiliki suatu kode etik tertentu yang mengatur tentang apa 

yang bisa dan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang PNS daIam 

kapasitasnya sebagai sebuah profesi. Perilaku yang etis dapat 

mengarahkanprotesionalisme PNS untuk mewujudkan pemerintahan 

yang baik. (Gea, 2004) 

Untuk itu perlu dicari jawaban bagaimana pemerintah 

melakukan penyempurnaan dan pembenahan serta meningkatkan 

kualitas kinerja PNS, baik sisi kelembagaan maupWl perilaku 

aparatnya sendiri. (Budiyanto :2001) . Hal ini bertujuan agar pejabat 

publik mengutamakan· kepentingan umum, sesuai dengan tugas yang 

mereka emban. 

l, iltuk meningkatkan dan mengembangkan perilaku PNS ada 

tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu : (Sholehuddin, 2005: 7): 

(a) suatu treatment etik harus bcrangkat dari pengenalan dan 
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Berdasarkan sifat penelitian ini yakni penelitian hukum secara '. 

nonnatif maka fokus penelitian ditujukan pada studi bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang 

dimaksudkan disini berupa Undang-Undang Oasar 1945~ Undang-· 

U ndang danPeraturan Perundang-undangan lainnya. Mengenai bahan . 

hukwn sekunder terkait dengan bahan-bahan pendukung bahanhukwn 

primer seperti huku teks, disertasi, makalah/(4Iti~el ilmiah dalam .. 

bidang hukum, jumal llmiah basi} penelitian di bidang hukum, basil-

hasil seminar diskusi. simposium dan sebagainya 

Mengenai prosedur penb'Ulllpulan bahan hukum , mula-mula 

dihimpun bahan hukum b~ik primer maupun sekunder yang berkaitan 

dengan topik atau substansi penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut 

ditelusuri melalui studi kepustakaan, lembaga-lembaga penerbitan 

pemerintah maupun swasta , pertemuan ilmiah, sepcrti seminar, 

lokakarya, dan sebagainya Setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan, -

diedit, dipelajari, kemudian _ diambil intisarinya, berupa teori, ide, 

konsep, argumentasi, maupun ketentuan-ketentuan hukum yang 

terkait. Semua bahan hukum dicatat pada kartu-kartu yang sudah 

disiapkan berkaitan dengan pokok masalah. 

Dalam tahap analisis, analisis dilakukan dengan dengan 

menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatuf 

pelayanan publik .diargumentasikan secara teoritik berdasarkan konsep 

Hukum Adminsitra~i dengan mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan 

publik. 
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BABV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Perilaku Pegawai Negeri Sipil 

Ada tiga macam pelayanan publik yang diberikan oleh PNS 

yaitu seperti ter~tuin dalam Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 . 

sebagai berikut: (a) Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan 

yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan 

publik, misal : status kewarganegaraan. sertifikat kompetensi, 

kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. 

Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda· Penduduk (KTP), Akte 

Pemikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan 

Bennotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor 

Kendaraan Be~otor (STNK), Ijin Mendirikan BanbrunaIl (1MB), 

Paspor, Sertifikat Kepemilikan!Penf:,'Uasaan' T8nah dan sebagainya. (b) 

Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan . yang menghasilkan 

berbagai bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik, m;salnya 

jaringan telpon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. (c) 

.Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang dibutuhkan oJeh pUblik, misaJnya pendidikan, . 
pemelih" .. .an kesehatan, penyelenggaraan . transportasi, pos dan 

sebagainya. . 

Perilaku PNS dalam memberikan pelayanan publik mengacu 

pada Prinsip-prinsip pelayanan publik diatur dal~ K~pmen 

No:63IKep.M.PAN/2003. yaitu: kesederhanan, kejelasan, kepastian 

waktu, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, 

kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta 

kenyamanan. 

Pada masa orde baru perilaku PNS lebih cenderung minta 

dilayani seperti dikemukakan (Mulyadi, 2004) aparat birokrasi m\!rasa 
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ada dalam posisi penguasa yang lebih menempatkan diri sebagai 

. pengarah daripada pamong. Oleh karena itu timbul kecenderungan untuk 

melihat warga masyarakat sebagai objek pasif dalam pelayanan publik. 

~al ini terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan 

jasa yang dini1ai kurang memuaskan, seperti pembayaran listrik, PDAM, 

telefon, samsat, parkir, PKL, transportasi, dan. lain-lain. Dalam masa 

refonnasi PNS dituntut untuk selatu tampil menempatkan dirinya secara 

prima, sebagai pelayanan puhlik yang bersahaja dalam melaksanakan 

tugas pekerjaannya yang akuntabel. serta menjaga netralitas dan 

profesional dalam melaksanakan pengabdiannya. Kita berharap, dengan 

siapa pun yang memimpin negara ini, setiap aparatur bisa mewujudkan 

.hal itu dalam manajemen pemerintahan baru. 

Berdasarkan pemikiran yang demikian, dalam pelayanan 

publik denbran konsep tan&,'llIlg b'llb78tterdapat tiga aspek yang sangat 

menonjol, yakni (l) setiap pejabat pada masing-masing tingkat 

manajerial harus memiliki ~nggung jawab yang.lebih besar~ (2) Setiap 

aparat birokrasi . harus punya sikap responsif terhadap segala 

pennasalahan yang terjadi di masy~rakat. khususnya ke!ompok 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan prioritas; (3) Dan setiap 

aparatur harus punya komitmen yang besar pada nilai dan standar 

moralitas yang tinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. 

Pembenahan pelayanan publik dilakukan dengan merubah 

perilaku pelaksana pelayanan. Perubahan-perubahan tersebut harus 

mengedepahkan kepentingan masyarakat. Seperti misalnya di Jawa. 

Timur telah disyahkannya Perda Pelayanan Publik yaitu Peraturan 

Daerah Propinsi Jawa Timur No. 11 tahun 2005 tentang Pelayanan 

Publik. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pelayanan publik antara 

lain adalah mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, 

kewajiban, dan kewenangan selauruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik, terpenuhinya hak-hak masyarakat 
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dalam memperoleh pelayanan publik seeara l'\laksimal. Sedangkan 

dalam pasa] 13 disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik 

wajib memi]iki tata" perilaku sebagai kodeetik dalam memberikan 

pelayanan puhlik sebagai berikut: (a) bertindak jujur, disiplin, 

proporsional dan professional (b) bertindak adit dan tidak diskriminatif, 

(c) peduli, teliti dan cennat, (d) bersikap ramah dan bersahabat, (d) 

bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit, (f) 

bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam' bentuk: apapu~ 

(g) transparan dalam peJaksanaan dan mampu mengambil Jangkah

langkah yang kreatif dan inovatif. 

Peril,aku PNS diatur dalam Surat Keputusan MENP AN 

Nomor 8 Tabun 1993 tentang Pelayanan Kepada' Masyarakat,. 

menggariskan prinsip-prinsip umum sebagai berikut: (I), Peningkatan 

mutu produktivitas instansi pemerintah dalam pelayanan umum (2) 

Upaya mengefektitkan tatalaksana pelayanan (3) Mendorong 

timbulnya kreativitas, prakarsa dukungan dan peranserta masyarakat (4) 

Menghindari prosedur birokratik yang berlebihan (5) Keeepatan, 

ketepatal. Jaktu dan akses infonnasi kepada yang dilayani. 

Perubahan perilaku PNS tidak bisa dilepaskan dengan 

perubahan ataupun, perkembangan interen maupun ekstern secara . ' 

dinamis juga terus berubah. Di Indonesia perkembangan poJitik dan 

ekonomi selama beberapa dasawarsa terakhir menampakkan tiga 

kecenderungan utama yaitu : meningkatnya kemamuran, meluasnya 

kekuasaan birokrasi " dan meningkatnya kekuatan pOlitis para eksekutif 

yang berarti pula meningkatnya peranan brirokrat dan administrator 

dalam menentukan kebijakan yang menyangkut masyarakat 1.J3S. Untuk: 

itu maka diperlukan adanya landasan-Iandasan etis bagi pengambil 

kebijakan publik tersebut. APabila orang mempertanyakan landasanetis 

ini maka perlu adanya legitimasi kekuatan pemaksa (coercive pov.·er) 

untuk mengatur sebagian hak-hak warga negara. Permasalahan yang 
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dihadapi J)Cjabat memang seringkali rumit. Karena setiap· keputusan . 

yang dibuat harus sesuai dengan tuntutan keadilan, dan membawa ke 

arah . perkembangan yang lebih baik, didisilah diperlukan kearifan 

pejabat. (Kumorotomo, 2005: 372) 

Berkaitan dengan perubahan perilaku PNS maka .diperlukan 

adanya kebijakan-kebijakan' yang harus didasarkan pada berbagai 

pendekatan '. Untuk itulah dalam membuat kebijakan diperlukan adanya 

pendekatan etika yang berarti bahwa dalam pola tindak dan perilaku 

PNS atau pejabat harus dapat diukur dengan pendekatan legal, 

pendekatan moral, pendekatanadministratif etos ketja. (Siagian, 

2001 ,145) Pendekatan Legal, hakekatnya adalah para Pegawai negeri 

dalam . menjalankan wewenang , fungsi dan aktifitasnya harus 

mendasarkannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

sumber hukum dan peraturan perundang-undangan harus jelas bukan 

hanya bagi PNS yang bersangkutan tetapi juga bagi "clientele group" 

yang secara fungsional harus dilayani, PNS harus lebih taat kepada 

pcraturan perundangan yang berlaku secara umum di samping ketatan 

pada nonna hukum tertentu 'bag; PNS, dan PNS harus menerapkan 

ketentuan bukan bersarkan sUbyektifitas. Pendekatan Moral, kebersihan 

aparatur negara pada dasamya berarti bebasnya aparatur pemerintah 

dari perilaku negatif atu buruk. Dengan kata lain wibawanya pemerintah 

bukan karena ditakuti akan tetapi karena ~cintai. Pendekatan 

Administratif, hal ini berkaitan dengan profesionaIitas PNS itu sen~; 

artinya profesionalisme harus ditingkatkan baik di kalangan pejabat atas 

maupun bawah. Pendekatan etos . kerja, inti etos kerja bagi PNS 

terwujud dalam kemauan dan kesediaan ketja keras, penuh disiplimn 

tidak mengenal lelah dan tidak menghitung untung rugi bagi dirinya. 

Dengan pendekatan-pendekatan ini maka diharapkan perilaku PNS 

lebih positif 
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Dengan· demikian diharapkan akan dapat membenahi 

perilaku PNS secara komprehenship mengingat. masalah betapa 

tingginya ketidakpastian dan kompleksitas pelayanan publik . Melihat 

betapa kompJeksnya masaJah yang terjadi daJam praktek 

penyelenggaraan pelayanan publik maka menuntut perubahan yang 

holistic, menyeluruh , dan ~enyentuh semua demensi persolaan yang 

dihadapi tennasuk perilaku pegawai. (Wijoyo,2006 : 64-66) Salah satu 

langkah konkrit untuk melakukan perubahan dalam birokrasi antara lain 

adalah adanya perubahan perilaku birokrat melalui pemberdayaan kode 

etik yang diterjemahkan. ke standar perilaku pelayanan Soekarwo, 

(Wijoyo, 2006: 8) 

Dari kutipan tersebut menunjukkan hetapa pentingnya Kode 

Etik untuk dapat men~atur perilaku PNS agar dapat memberikan 

peJayanan kepad~ masyarakat dengan optimal. Bieara Kode Etik 

Pelayanan Publik bukan hanya bieara pemerintahan saja akan tetapi juga 

bisara masalah-masalah masyarakat yang luas dan bersifat totalitas. 

Karena bicara Kode Etik Pelayanan Publik juga bicara tentang perilaku 

individu, perilaku masyarakat, perilaku. organisasi, perilaku politik, 

hukum, juga budaya serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. 

Dengan adanya Kode Etik ini pula maka partisipasi 

masyarakat diharapkan juga akan tumbuh berkembang ke arah yang 

lebih positif Dengan adanya Kode Etik diharapkan masyarakat dapat 

mengontrol kinerja pegawai pemerintah; disamping itu masyarakat 

dalam berhubungan dengan birokrasi diharapkan juga' mengindahkan 

Kode Etik yang ada. Dengan adanya Kode Etik maka interfensi politik 

dan hukuni dapat dieliminir. Tidaklah mudah membedakan masalah

masal~h politik, hukum danpelayanan publik di Indoensia. Hubungan

hubungan masalah-masalah tersebut sangatlah kompleks sehingga hal ini 

mengakibatkan pelayanan yang buruk terhadap masyarakat. Dengan 

adanya Kode Etik maka diharapkan akan dapat mendudukkan secara 
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proposional'dan profesional tentang fungsi pegawasi pemerintah atau 

birokrasi sehingga baik masyarakat· maupun pegawai pemerintah dapat 

mcngevaluasi ada tidaknya intervensi politik, hukum terhadap birokrasi. 

Dengan adanya Kode Etik juga dapat menghindari adanys priktek

praktek KKN. 

Berkaitan dengan kode etik tersebut bagaimana PNS harus 

berperilaku dalam memberikan peJaYanan pubJik· telah diatur dalam 

Kepmen No: KEP/2SIM.PAN/2/2004 dalam poin 6 menyebutkan bahwa 

pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan 

pelayanan publik diwajibkan memekai tanda pengenal dan papan nama 

di meja petugas untuk dapat memberikan citra positif terhadap penerima 

pelayanan maka harns memperhatikan : 

a. Aspek psikologis dan komunikasi, serta perilaku melayani 

h. Kemampuan melaksanakan empati terhadap penerima pelayanan, 

dan dapat merubah keluhan penerima pelayanan menjadi 

senyumim 

c. Menyelaraskan cxara penyampaian layanan mclalui nada, tekanan 

dan kecepatan suara, sikap tubuh, mimik dan pandangan mata 

d. Mengenal siapa dan apayang menjadi kebutuhan penerima 

pelayanan 

e. Berada di tempat yang ditentukan pada waktu dan jam pelayanan. 

Sedangkan untuk meningkatkan disiplin PNS djatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahwi 1980. Tentang Peraturan Disiplin . 
Pegawai Negeri Sipil· Republik Indonesia yang secara jelas disebutkan 

dalam pasal 2 dan 3 . . 
B. Hukum Sebagai Faktor Pendorong Untuk Meningkatkan Perilaku 

Positif Pegawai Negeri Sipil. 

Dalam Kepmen No: KEP/251M.PAN/2/2004 disebutkan 

pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu' data dan 

informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari 
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hasil pengukuran sccara kuantitatif dan kualitatif dari pendapat 

m~yarakat dalam memperoleh pelayanan publik dengan 

membandingkan antara hara~ dengan kebutuhannya. Dengan adanya 

lndeks ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan darimasing-

masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik 

2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang 

teJah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara 

jJeriodik 

3. Sebagai bahan penetapan' kebijakan yang perlu diambil 

dan upaya yang perlu dilakukan 

'4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara 

menyeluruh terhadap basil pelaksanakan pelayanan 

publik pada lingkup Pemerintah pusat dan Daerah " 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara 

pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah 

dalam upaya peningkatall kinerja pelayanan 

6. Sabri masyarakat dapat diketahui gambaran tentang 

kinerja unjt pelayanan. 

Dengan a~anya aturan yeng mengatur indek pelayanan publik 

mnka diharapkan akan tercipta kondisi-kondisi pelayanan publik yang 

terstandard dan pelayanan minimal dalam setiap instansi pemerintah: 

Dengan Kepmen tersebut diharapkan dapat mendorong PNS ataupun . 
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masyarakat untuk ikuit terus berbartisiapsi secara aktif dan positif secara 

edukatif dan konstruktif menjadikan pelayanan publik semakin baik. 

Faktor yang dianggap mempunyai bobot pengaruh relatif yang 

sarna besar untuk mendukung pelayanan umurn, organisasi-organisasi 

kediha.~ yakni: (Suharmanto: WW\,...litbang.depdagri.goid/artikel) 

a. Faktor kesadaran yang menjiwai prilaku yang memandu 
kehendak dalam lingkungan organisasi kerja yang tidak 
menggap sepele, rnelayani dengan penuh keikhlasan, 
kesungguhan dan disiplin 

b. Faktor aturan, dalarn arti ketaatan dan penggunaan 
kewenangan bagi penunaian hak, kewajiban dab 
tanggungjawab. Adanya pengetahuan dan pengalaman 
yang'memadai serta kemampuan berbahasa yang baik 
dengan pemaharnan pelaksanaan tugas yang cuklJP. 
Adanya kedisiplinan pelaksanaan yang dilengkapi 
dengan kepatuhan, ketertiban dan disiplin (disiplin 
waktu dan disiplin kerja), keinsyafan dan bertindak 
adil. 

c. Faktor organisasi dalam arti adanya organisasi 
pelayanan yang bersistem simbiotik yang mengalir 
kesemua komponen sibemetik, metodik dan prosedural. 
Pilihan prosedur dan metoda sesuil dengan uraian 
pekerjaan tugas yang menyangkut standar,- waktu, alat 
yang digunakan, bahan dan kondisi pekerjaan, yang 
dilengkapi dengan mekanisme prosedural yang dibuat 
atas dasar penelitianikepentingan lingkungan. Demikian 
pula akan dipilih metoda untuk penyelesaian pekeIjaan 
tahap demi tahap. 

d. Faktor pendapatan yang merupakan imbalan bagi para 
fungsionaris yang diukur layak dan patut. 

e. Faktor sarana pelayanan yang menyangkut sef:,'Bla 
peral alan, perJengkapan ketja dan fasilitas utama dan 
pembantu pelaksanaan pekerjaan. . 

Dalam poin b dalam kutipan tersebut disebutkan bahwa berbagai 

dinas-dinas yang memberikan peJayanan publik harus rnenggunakan 

kewenangan. melaksanakan kewajiban dan memperolah hak sesuai 

dengan pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan tugas mcmpunyai 

kepatuhuu, ketertiban dan disiplin dan bertindak adii. Sedangkan 

(Sinambela, 2006: 8) mengatakan kualitas pelayanan berhubungan erat 
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dcngan pelayanan yang s~stematis dan komprehensif ~ sehingga PNS 

harus . mempcrhatikan variable-variabel yang berkaitan dengan 

pelayanan publik yaitu: (1) pemerintahan (2) masyarakat, (3) 

Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan pub1ik (4) Sarana (5) 

resources (6) standard dan asas pelayanan publik (7) manajemen (8) 

perilaku l'Piabat 

Retbrmasi memberi harapan barn terhadap pelayana11 publik 

yang lebih adil dan merata. Untuk itu diperlukan adanya kontrol 

masyarakat dan kontribusi masyarakat. Perubahan politik yang menuju 

proses demokrasi menuntut adanya pengawasan negara oleh masyarakat 

untuk itu diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyusun 

agenda kebijakan dan pengambilan keputusan . serta 

pertanggungjawaban publik Perubahan-perubahan tersebut menuntut 

adanya pengaturan yang lebih mendorong ke arab terciptanya pelayanan 

publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat , wena masalah 

hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. 

Kckurangan atau kelemahan sistim hukum akan berpengaruh besar 

terhadap kinerja pemerintahansecara keseluruhan. Dapat dipastikan, 

good governance tidak akan berjalan mulus di atas sistim hukwn yang 

lemah. OJeh karena itu penguatan sistirn hukum atau reformasi hukum 

meru~kan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance. 

Sementara itu posisi dan peran hukum di Indonesia tengah berada pada 

titik nadir, karena hukum saat ini Iebih dianggap sebagai komiditi 

daripada lembaga penegak keadilan. Kenyataan demikian ini yang 

membuat ketidakpercayaan dan. ketidaktaatan pada hukum oleh 

rnasyarakat. Untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat 

terhadap hukwn dalam rangka mewujudkan good governance diperlukan 

langkah-langkah kongkret dan sistimatis. Langkah-langkah tersebut 

adalah: http://www.transparansi.or.id): 

a. Refonnasi Konstitusi Konstitusi merupakan sumber . 
hukwn bagi seluruh tata penyelenggaran negara. Un~ 
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menata kembali sistim hukum yang benar perlu diawali 
daripenataan konstitusi yang oleh banyak kalangan 
masih banyak mengandung celah kelemahan. 

b. Penegakan Hukum· Syarat mudak pemulihan 
pepercayaan rakyat terhadap hukum adalah penegakan 
hukum. Reformasi di bidang penegakkan hukum yang 
bersifat strategis dan mendesak untuk dilakukan adalah~ 
pertama, reformasi Mahkamah Agung dengan· 
memperbaiki sistim relautmen (pengangkatan), 
pemberhentian, pengawasan dan penindakan yang lebh . 
menekankan aspek· transparansi dan partisipasi 
masyarakat. Perbaikan sebagaimana tersebut di atas 
harus dilakukan oleh Komisi Yudisial Independen yang 
anggotanya terdiri dari mantan hakim agung, kalangan 
prakatisi hukum, akademisi/cendekiawan hukum dan . 
tokoh masyarakat. Kedua, reformasi Kejaksaan. Untuk. 
memulihkan kinerja kejaksaan saat ini khususnya dalam 
menangani kasus-kasus KKN dan pelanggaran ~ 
perIu dilakukan fit and proper test terhadap Jaksa Ab'UD.g 
dan pembantunya sampai eselon IT untuk menjamin 
integritas pribadai yang bersangkutan. Selain itu untuk 
mengawaSi kinerja kejaksaan perlu dtbentuk sebuah 
komisi lndependen Pengawas Kejaksaan. 

c. Pemberantasan KKN . KKN merupakan penyebab utarna 
dari tidak berfungsinya hukum di· Indonesia. Untnk 
memberantas KKN diperlukan setidaknya dua cara; 
pertama dengan cara mencegah (preventif) dan kedua, 
upaya penanggulangan (represit). Upaya pencegahan 
dilakukan dengan cara memberi jaminan hukum bagi 
perwujudan pemerintahan terbuka (open government) 
dengan memberikan jaminan kepada hak puhlik seperti 
hale mengamati perilaku pejabat, hale memperoleh akses 
informasi, hale berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan dan hak mengajukan keberatan bila ketiga 
hak di atas tidak dipenuhi secara memadai. 

d. Sumbangan Hukum dalam Mencegah dan 
Menanggulangi Disintegrasi Bangsa Pengakuan 
identitas terhadap nilai-nilai lokaI, pemberian 
kewenangan dan representasi yang lebih luas kepada 
daerah, pemberdayaan kemampuan masyarakat dan 
akses pengelolaan terhadap sumber daya alam lokal 
menjadi isu penting yang sangat stategis didalam 
menciptakan integritas sosial, karena selama Iebih dari 
tiga dekade masyarakat selalu ditempatkan sebagai 
obyek, tidak diakui berbagai eksistensinya dan 
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diperlakukan. tidak adil. Akumulasi dari permasalahan· 
tersebut akhimya menciptakan potensi yang sangat 
si~rnifikan bagi proses disintegrasi . 

.. . e. Pengakuan Terhadap Hukum Adat dan Hak Ekonomi 
Masyarakat Untuk menj~n hak-hak masyarakat 
hukum adat, maka diperlukan proses percepatan di 
dalam menentukan wilayah hak ulayat adat secara 
partisipatif. Dengan begitu rakyat akan mendapatkan· 
jaminan di dalam menguasai tattah ·ulayat adat mereka 
dan juga akses untuk mengeioia sumber daya alam di 
.• ngkungan dan milik mereka sendiri. 

f. Pemberdayaan Eksekutif, Legislatif dan Peradilan Untuk 
Iebih meningkatkan representasi kepentingan daerah di 
tingkat nasional, perlu dilakukan rekomposisi 
keanggotaan utusan daer~ di mana keterwakilan rakyat 
di daerah secara kongkret diakomodasi melalui 
pemilihan anggota utusan daerah secara langsung oleh 
rakyat. Sistim pemilihan langsung juga dilakukan untuk 
para pejabat publik di daerah khususnya ~rubemur, . 
bupati/waHkota. 

Penegakan hukum juga merupakan factor yang dominan untuk 

meningkatkan perilaku PNS ke arah yang lebih positif Tanpa adanya 

penegakan hukum maka hukuim menjadi macan ompong; banyak aturan 

juga pelanggaran. Dalam era refomasi telah banyak dilakukan upaya

upaya penegakan· hukum terutama berkaitan dengan pemberantasan 

korupsi yang diharapkan akan berdampak langsung terhadap periJaku 

PNS yang lebih baik dalam memberikan pelayanan pubJik. Himbauan 

Presiden atau KPK bag! PNS untuk tidak menerima hadiah atau 
. . 

bingkisan dalam ~gka perayaan hari-hari besar merupakan suatu upaya 

konstruk'tif yang diharapkan akan berdampak posistif terhadap perilaku 

PNS dalam memberikan pelayanan publik. 

Di samp~ng penegakan hukum juga perlu adanya pembenahan 

hukum harus dapat men'dorong faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

perilaku PNS ke arab yang lebih konstruktif dan dinamis. Pembenahan 

hukum harns dapat mendorong birokrasi untuk dapat merubah perilaku 

PNS agar pelayanan yang diberikan dapat dipertang~rungjawabkan 
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kcpada publik. Untuk membenahi hal tersebut (Mulaydi, 2004) 

mcngatakan pelayanan publik dari aparat birokrasi sebenarnya tidak 

hanya ditcntukan oleh [aktor intern, seperti perilaku kepemimpinan 

birokrasi, rangsangan yang memadai, kejeJasan tugas dan prosedur kerja, 

kejelasan peran dan perlengkapan saran a dan prasarana kerja, dan 

sejenisnya. Akan tetapi juga karena faktor eksiern, yang antara lain 

bempa norma sosial dan sistem budaya, seperti persepsi, sikap, nilai

ni lai organisasi dan senti men masyarakat terhadap kinerja aparat 

birokrasi. Dengan demikian, masalah tanggung jawab publik dan 

pelayanan aparat birokrasi sebenaroya bukan semata-mata masalah 

aparat birokrasi, akaQ. tetapi masalah semuapihak yang terlibat dalam 

urusan pemerintahan, sehingga perlu perhatian dari setiap komponen . 
penyelenggara negara. Dengan adanya kebijakan pemerintah melalui 

Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, tentunya harns direspons oleh semua pihak, karena 

kebijakan tersebut telah memberikan ruang publik yangpositif, sehingga 

bisa diketahui, seberapa hesar tingkat capaian kinerja instansi publik 

tcrmasuk di dalamnya aparatumya, serta seberapa besar t.ingkat 

partisipasi pu~lik untuk memberikan feedback-nya terhadap kondisi' 

yang terjadi hempa daya respons yang cerdas agar terpelihara pelayanan 

puhlik yang diharapkan dan optimal. 

Kondisi pelayanan publik telah mengalami perubahan sejalan 

bergulirnya arus reformasi. Terjadinya reformasi di bidang politik, 

hukum telah melahirkan perubahan yang cepat pada tatanan kehidupan 

dan perilaku aparatur pemerintah maupun masyarakat. Dalam kondisi 

seperti I. . aparatur pemerintah dituntm untuk melakukan perubahan 

total pada sikap, perilak~ tindakan ke arab budaya kerja yang efektif 

dan efisien, bersahaja dan anti KKN. (Sinambela, 2006: 118) Seorang 

pembuat keputusan publik harns senantiasa memperhatikan nilai-nilai 
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judicial yang 

2005:346) 

antara lain dapat dilihat dari: L. (Kumorotomo, 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Penguasaan urusan-urusan publik mewajibkan bahwa 
para politisi dan pejabat publik beketja sesuai dengan 
keinginan publik danbukan berdasarkan persepsi 
tentang keinginan masyarakat tersebut. 
Urusan-urusan publik membutuhkan institusi yang 
tersentra.lisasi. Tentu saja sentralisasi kekuasaan di 
sini mengandung konsekuensi tanggungjawab moral. 
Peraturan institusi-institusi pemerintah terhadap 
masyarakat mayoritas warga negara bukanlaj 
peraturan absolut. Yang berlaku dalam hal ini adalah 
kontrak social atau . pendelegasian otoritas antara 
kelompok mayoritas (masyarakat) kepada kelompok 
minoritas (aparatur negara) 
Pelaksanaan urusan-urusan publik harusberakar pada 
hukum. Hukum dapat ditegaskan kalau tindakan
tindakan pejabat puhlik sesuai dengan kehendak 
rakyat 
Pejabat-pejabat publik harus menyadari bahwa tidak 
semua kasus konkret termuat dalam pasal-pasal 
hukum. Namun. kebebasan bertindak hams 
dilakukan untuk menghasilkan jurisdiksi-jurisdikei 
yang memperkuat hukum itu sendir. 
Pejabat-pejabat publik bertanggung jawab terhadap 
keputusan-keputusan yang berdasarkan preferensi dan 
wawasannya . Dalam hal ini tanggung jawab 
menyangkut preferensi untuk melakukan sesuatu 
(action) atau tidak melakukan sesuatu (inaction) 

Kaidah normatif yang utama dengan demikian adalah 

kesadaran bahwa sumber legitimasi kebijakan publik adalah kehendak 

rakyat. Rakyat menyerahkan sebagian hak-haknya kepada admi~strator 

publik dengan harapab bahwa aparat-apatar negara itu akan mengambil 

kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh rakayat tanpa 

tcrkccuali. Keberadaan organiasi publik bermula dari kepercayaan 

rakyat • public office is a publik lrusl 

Asas demokrasi terutama berkaitan dengan prosedur dan 

substansi dalam "penyelenggaraan pemerintahan , baik berupa 

pengambilan keputusan maupun berupa perbuatan-perbuatan nyata. 

26 

IR-Perpustakaan Universitas Ailangga 

Laporan Penelitian Perilaku Pegawai Negeri Sipil Lanny Ramli



Dalam kaitan inilah hubungan antara para pihak pem~rintah jengan 

masyarakat pada masing-masing bidang urusan pemerintahan ditandai 

dengan dua saluran kegiatan yaitu pihak pemerintah mempengaruhi 

masyarakat umum clan masyarakat umum mempengaruhi kalangan 

pemerintah. Pihak pemerintah mempunyai tugas tertentu terhadap 

masyarakat. Untuk dapat melaksanakan sepenuhnya tugas-tugas ita, 

pemerintah inempunyai wewenang. Prinsip-prinsip demokrasi yang 

melandasi hukum administrasi adalah: (Willem, 19~8,: 45,55) 

a. Kedudukan badan perwakilan rakyat (positie vertegen 
woordigende lichamen) 

b. Asas tidak ada jabatan seumur hidup (afzetbaarheid van 
bestuurders) 

c. asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahail 
~ openbaarheid) 

d. peransert8 (inspraak) 
e. sedapat, mungkin dihormatinya kepentingan-

kepentingan orang lain (andere belangen zoveel 
mogelijk ontzien). 

Telah banyak peraturan perundang-undangan dibuat untuk. 

meningkatkan pelayanan }lublik. Diantaranya adalah adanya adengan 

disyahkannya Perda Pelayanan Publik yaitu Peraturan Daerah Propinsi 

Jawa Timur No. 11 tabun 2005 tentang Pelayanan Publik. dalam pasal 

15 diatur tentang tata cara pengaduan pelayanan publik sedangkan 

untuk memberikan pengawasan terhadap perilaku PNS dalam 

memberikan pelayanan publik seeara implisit dalam' pasal 16 

diamanatkan adanya Komisi PelayananPublik (KPP) yang bersifat 

i ndependen untuk dapat memberikan saran atau masukan baik diminta 

maupun tidak diminta kepada kepa.la daerah dan penyeienggara . 

pelayanan publik dalam rangka memperbaikikinerja pelayanan publik. 

Sedangkan dalam pasal 22 ( 1 ) seeara tegas disebutka,n tUgas dan 

kewajiabn KPP' : (a) Menerima pengaduan, memerika dan 

menyelesiakan setiap sengketa pelayanan publik (b) Membuat 

pengaturan mengenai mekanisme. teknis dan prosedur penyelesian 
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scngketa' pclayanan publik (c) Melakukan veirfikasi dan mediasi antara 

para pihak yang bersengketa dalam' pelayanan publik (d) 

Mcnindaklanjuti keluhan dan ketidakpuasan pelayanan. publik,baik yang 

disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat . 

kepada komisi. 

KPP yang telah diatur dalam penta tersebut diharapkan akan 

dapat meningka~ kineIja. pelayanan publik karena dengan adanya 

KPP maka perilaku PNS akan selalu dapat dipantau dandidorong untuk· 

terusmemberikan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat 

serta semakin profes.ional.' Begitu pentingnya KKP tersebut seperti 

terungkap dalam dialog di Radio SS tgl 29 Agustus 2006 Sebagai 

berikut: " Ketua Komisi A DPRD Jatim Kiia haius yakin betul ke depan 

bahwa orang-orang yang terpilih' kita tahu watak dan moralnya. 

Sedangkan Yoyok (lembab'B Perlindungan Konsumen) mengatakan 

bahwa mengingat begitu strategisnya KPP maka dalm proses seleksi 

anggota melibatkan Tim Independen, agar hasil tes dapat 

dipertanggungjawabkan Sebagaimana diamanatkan dalam Perda 

tcrsebut. Lebih jauh ketua DPRD menyatakan bahwa Yang dihafapkan 

dari 5 orang anggota KPP ini adalah betul-betul apa yang tertuang 

dalam perda tersebut diantaranya kemampuan dan pengetahuan dia dari 

segi advokasi, profesioanlisme, pengetahuan tentang pelayanan publik, 

politik, hukum disiplin, kemampuan berkom~nikasi, bukan Partisan dari 

partai tertentu. Sehingga Mampu mengggerakan seluruh instansi publik 
" , 

di Jawa Timur untuk m~mberikan pelayanan publik kepada masyarakat. 

28 orang yang terbaik adalah betul-betu.I seleksi yang DPDD tidak ikut 

cam pur tangan. Sedangkan salah satu pendapat mesyarakat berkaitan 

dengan Pembentukan KPP di Jawa Timw iniadalah suatu hal yang 

positif, sebaiknya nanti dalam bekerja KPP tidak intimidatif melainkan 

haru~ edukatif konstrukti.f dalam arti secara professional memberikan 

mediasi pada pihak .. pihak yang bermasaJah. Karena inilah harapan kami 
. , 
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, KPP harus dapat menerima ~asukan-masukan sebagai referensi yang 

jclas bila , ada keluhan, tahapan-tahapan apa, memberikan sanki-sanki 

karcna bisa sanki administrative maupun bisa pidana. Hal ini dikuatkan 

juga oleh pendapat lJlasyarakat yang lain yaitu bahwa dengan adanya 

perda tersebut diharapkan akan dapat semakin meningkatkan per1ilaku 

PNS daJam memberikan pelayanan Publik. 

Dari hasil dialog tersebut· menunjukkan bahwa untuk 

meningkatkan perilaku PNSdalam memberikan pelayanan publik 

diperlukan adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku PNS dengan 

melibatkan· partisipesi .. masyarakat . Langkah Pemprov untuk 

menerbitkan Perda tersebut sanga~ sesuai dengan kondisi masyarakat 

yang menuntu~ adanya pelayanan publik yang lebih men~akan 

kepentingan masyarakat. Meinang hal ini sesuai dengan adanya 

kecenderungan di setiap negara bahwa kekuasaanatas nel,'8I'a hendak 

dikembalikan kepada sumber aslinya • yaitu rakyat. Wujud dari dari hal 

ini adalah adanya tiga perkembagan yaitu ; (1) Upaya perlindungan 

konstitusional yang lebih besar terhadap individu-individu atau hak-hak 

kerakyatan dalam deklarasi konstitusi mereka (2) Perubahan legal yang 

kedua al.. .. lah ditetapkannya kaidah judicial atau proses peradilan di 

dalam aktivitas administrasi negara.Keteiltuan-ketentuanmengenai 

public law litigation dimaksudkan sebagai sarana bagi keterlibatan 

lembaga pefadiJan dalam aktivitas institusi publik. Hal lnidiharapkan 

dapat bermanfaat terlindunginya kepentingan rakyat yangmempunyai 

kedudukan lemah serta manfaat bagi reformasi institusi publik serta 

cara pengambilan keputusan kebijakan aparat pemerintah.(3) Perubahan 

yang ketiga adalah ekspansitanggung jawab legal bagi administrator 

publik. Dalam hal ini diasumsikan pejabat publik ~emiliki kekebalan 

mutlak (absolute immzmity) menuJu asumsi kekebalan bersyarat 

(qualified immunity). Para pejabat kerapkali menyalah!,JUIlakRn 

kedudukannya untuk kepentinb'Cm· prlbadi atau golonbratl. Ekses-ekses 
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scmacam inilah yang kemudian menumbuhkan kesadaran pentingnya 

pcmbatasan hak istimewa pejabat. (Kumorotomo, 2005:347-349) 

Mcncipatakan pelayanan publik yang sesuai dengan 

kehendak rakyat dan menjamin adanya keadalian sangat sesuai dengan 

Deklarasi Universal Hak Asasi ,Manusia ini dijabarkan dalam Perjanjian 

lnternasional Tentang Hak.Ha.k Sipildan Politik, 1966, P~ 26: Semua 

orang sarna di 'hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum 

yang sarna, tanpa diskriminasi apapun. Mengenai hal ini , hukum 

meiarang segala' diskriminasi apapun. Hukum melarang segala 

diskriminasi dan menjamin kepada semua orang akan perlindungan yang 

sarna dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti 

kesukuan, warn a kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, patidangan politik 

dan lainnya, asal-usul kebangsaan atau social, kekayaan. kelahitan atau 

status lain, 

Demikian juga diatur dalam Undang Undang Dasar Negara ' 

Rcpublik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 27 ayat (1) yaitu "Segala warga 

Negara bcrsamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, 

dan wajib rnenjunjung hukum dan ,pemerintahan itu dengan tidak ada 

kccualinya." Juga dalam Pasal 28 hurufD ayat (I) yaitu "Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sarna di hadapan hukum .. Pokok-pokok 

pikiran dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 itu tadi dijabarkan dalam Undang Undang Nomor 39 Tabun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 3 ayat '(2) yaitu : "Setiap 

urang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang 

sarna di depan hukum ." Dalam Pasal 5 ayat (1) dicantumkan bahwa 

"Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan 

memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sarna sesuai' dengan 

martabat kemanusiaannya di depan hJkum " 
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Kuntjoro Purbopranoto dalam pidato inaugurasi taHggal 12 

Oktobcr 1960 tentang Dasar Dasar Hubungan Warga Negara dcngan . . 

Pc~crintah ada. pokok pokok pikiran yang mcnyangkut peradilan 

administrasi negara . Da1am mengajukan masa1ah apakah warganegara 

mempunyai hak untuk menuntut pemerintah apabila pemerintah 

melampaui .batas kekuasaannya atau menyalahgunakannya , beliau 

mengatakan : (Purbopranoto:.8-10.) Persoalan ini harns ditinjau dalam 

ran~a pandangan umum tentang bentuk negar~ khusus bentuk 

pemerintahan negara ... Bentuk negara kesatuan RepubIik Indonesia 

menghendaki bahwa Pemerintah dapat menjalarikan tugasnya dan dapat 

bertindak seeara teguh tegas~ di pusat sampai di pelosok-pelosok dan 

daerah terkecil neglll'J sekalipun dan menghendaki agar didukung oleh 

seluruh warganegara dan ditaati oleh segenap penduduk ... untuk menilai 

tindakan pemerintah terhadap penduduk itu,' tidak eukup kinmya kita 

memperb'1lnakan ukuran bersendi norma 'zakelijk juridisch' dan hanya 

. mengcmukakan hukum saja (doelmatig) akan te~pi pada hemat' kami 

pcrlu dipertimbangkan juga hal-hal yang patut dan sclam dengan 

pandangan masyarakat ... harus memperhatikan dan mengindahkan juga 

norma-norma kemasyarakatan, termasuk norma-norma kesusilaan dan 

kebudayaan 

Sedangkan mengenal perlindungan hukum , perlu peran 

pemerintah sesuai dengan fungsinya itu. Sejalan dengan itu Donner 

mengutarakan . empat maeam bentuk fungsi penguasa : (Purbopranoto 

:.12-14.) 

a. Pemeliharaan ketertiban. 

Pemeliharaan ketertiban pada tingkat pertama' ialah pengawasan 

supa) ,. dapat terlaksana dengan teratur. Dapat terdiri dari penetapan 

peraturan bagi komunikasi timbal balik. di mana diserahkan pada 

manusia untuk mengadukansendiri pelanggaran atas hukum tadi dan 

membuatnya berlaku~elalui suatu proses (seperti dalam hal lalu 
Q 
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Iintas jalan ). Suatu teknik lain pemeliharaan ketertiban ialeth 

terikatnya beberapa kegiatan atau kcadaan pada suatuperizinan , 

pengesaban persetujuan atau suatubentuk pemberian kuasa yang lain 

oleh karena kegiatan - kegiatan itu pada dasamya adalah terlarang 

kecuali jika dilaporkan dan memperoleh kontrol itu dilakukan pada 

sant dilaporkan dan kemudian penyelidikan apakah tidak ada orang 

yang bertindak tanpa memperoleh izin dan apakah mereka yangtelah 

mendapatkan izin memang berpegang pada peraturan. Tentu saja di 

. beberapa tempat terdapat kemungkinan untuk badan - badan 

pemerintahan untuk rnengeluarkan perintah, umpamanya dalam hal 

lalu lintas jalan atau dalam hal pemerintahan ketertiban umum jika 

tetjadi keonaran wnwn ( keributan). 

b. Pengelolaan keuangan. 

Mclalui pajak, pungutan - pungutan lain , pendapatan sendiri 

umpamanya dari sumber bantuan kekayaan alam dan kredit luar 

negeri, pihak j>enguasa menjadi yang terkaya dan yang paling boteh 

dipercaya dalam negara. Dalam hal pemac;ukan uang pajak yang 

terutang, pihak pemerintahan ( dalam bentuk kantor inspeksi pajak ) 

mernainkan peran yang penting. Pendapatan pibak penguasa 

bertujuan untuk menutup kebutuhan - kebutuhan sendiri , namun 

juga mempunyai fungsi' dalam hal pengaturan kembali pendapatan 

negara dan dalam usaha memberi kredit dan jaminan atau memberi 

harta milik yang diinvestasikan oleh kelompok-kelompok rertentu 

atau masyarakat umum. 

l' Tuan tanah. 

Sejak dahulu pihak penguasa merupakan tuan tanah, bany3.k jalan 

dan sungai, pantai mengadakankoreksi terhadap situasi dalam 

masyarakat yang dialami secara tidak diinginkan. Dengan demikian 

penguasa memberi ban~ menyediakan subsidi" bendungan dan 
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tentu saja bahan - bahan mineral. adal,ahmilik pcnguaSa. Penguasa 

juga memiliki kesempatan - kesempatah juridis untuk menu'1lpas 

tanah ataupun menggunakan tanah itu dengan tujuan membatasi 

kepentingan umum dan pungutan pajak. 

d. Penguasa. 

Beberapa kegiatan hanya dapat dilaksanakan oleh pihak penguasa 

men!,ringat sifar atau karena diharuskan sesuai dengail undang

undang. Maka kita menyebutkan'jasa-jasa' pihak penguasa, seperti 

pertahanan, pekeIjaan umum. polisi, pemadam kebakaran, peredaran 

mata uang, pendidikan. penyediaan air minum. energi dan saluran 

air, PIT (pos,telegram dan telepon ), angkutan umum dan 

pengadilan. Adapun bentuk ditawarkannya jasa-jasa ini berberl;a. 

Beberapa macam jasa sepenuhnya diurus oleh jawatan - jawatan 

pemerintah dan dibiayai dari sumber pendapatan pajak. Jasa-jasa 

yang lain dilengkapui oleh badan- badan swasta yang bergerak di 

'pasaran' seperti PTf. Dalam hal ini semua memang ada 

perundangan yang memberi jaminan bahwa pemberian jaSa itu tetap 

untuk tujuan kepentingan umum. 

Selain keempat jasa yang diarahkan keluar (ekstern) itu. 

masih ada kegiatan pemerintahan yang diarahkan fungsinya ke dalam 

(intern) . Dalam kaitannya ini fungsi pemerintahan itu diarahkan sebagai : 

(Purbopranoto:.15.) 

a. Badan or!,ranisasi intern 

i.Pemerintah bertanggung jawab atas pengeluaran biaya yang 

sangat besar bagi kebutuhan para pegawai negeri. harta milik 

yang banyak jumlahnya. Tanggung jawab itu juga tennasuk 

pembcntukan dan pemeliharaan hukum dan bidang - bidang 

yang 'menjadi urusan pemerintah. Pemerintahan intern ini 

berbentuk segala macam aturan orgamsasl, keputusan 

pengangkatan dan pemberhentian, . aturan - aturan dan 
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kcputusan - keputusan mengenai kedudukan hukum pegawai 

ncgcri, keputusan -kcputusan tentang bidang kcpegawaian para 

pcgawai yangkedudukannya lebih tinggi tcrhadap yang lebih 

rendah dan peraturan mengenai penyelesaian sengketa di antara 

para pegawai negeri. Berdasarkan wewenang yang ada 

pemerintahan seeara intern dapat bertindak menurut hukum 

publik. 

b. Badan hukum menurut hukum perdata 

Badan - badan hukum telab didirikan dan oleh karena itu harus 

dianggap tennasuk dalam pihak pemerintah (jawatan 

umum).Maka badan - badan ini mempunyai wewenang untuk 

dan atas nama negara melaksanakan tindakan - tindakan hukum 

menurut hukum perdata. 

Dengan demikian tindakan pemerintah baik secara intern 

maupun eksteren yang menimbulkan kerubrian maka penyelesaian 

hukumnya dapat ditempuh melalui PTUN ataupun Peradilan 

Umum.Sedangkan pengcrtian tindakan pcmcrin,tahan dapat d'iartikan 

scbagai bcrikut: (Situmorang,1989: 100.) . Tindakan·tindakan hukum 

'dan perbuatan materiil yang dilakukan oleh penguasa dalam 

menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan yang dilakukan. untuk 

pemeJiharaan kepentingan negara dan rakyat seeara spontan yang 

dilakukan oleh penguasa tinggi dan rendahan secara hakiki. 

lni berarti bahwa dalam penyelenggaraan kepentingan umum 

organ-organ pemerintahan diserahi kewenangan untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas menurut hukum publik. Seeara rinei macam-macam 

tindak pemerintahan menurut hukum dalam rangka menyelenggarakan 

kepentingari umum itu dapat disebutkan sebagaiberikut: ( Situmorang, 

1989:.104) 

I. Dengan membebankan kewajiban pada organ - organ itu untuk 

menyelenggarakan kepentingan umum ; 
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2. Tindakan mcngeluarkan peraturan perundang - undangan yang 

bcrsifat melarang atau membolehkan yang ditujukan kepada semua 

orang (peraturan yang bersifat umum)~ 

3. Mengeluark'an ketetapan - ketetapan atau instl1:lksi-instruksi yang 

bersifat memberikan beban ; 

4. Memberikan subsidi-subsidi atau bantuan - bantuan kepada pihak 

swasta 

5. Memberikan kedudukan hukum kepada seseorang sesuai dengan 

keinginannya,' sehingga orang tersebut mempunyai hak dan 

kewaiihan~ 

6 .. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swasta; 
, 

7. Bekerja sarna dengan perusahaan lain dalam bentuk - bentuk yang 

. ditentukail untuk kepentingan umum ; 
" 8. Mengadakan peIjanjian dengan warga negara berdasarkan hal-hal 

yang diatur dalarn hukum . 

Mengenai perlindungan hukum dapat diketengahkan pemikiran 

Philipus M. Hadjon adalah sebagai berikut : (Hadjon:2 ) Perlindungan 

hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum yang 

prcvcntifyakni sebuahbcntuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk' 

mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum yang bersifat 

represif yang maksud keberadaannya. bertujuan untuk 'menyeJesaikan 

sengketa yang telah teIjadi.Perlindungan hukum juga selalu berkaitan 

dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian , 

. yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan 

dengan kekuasaan pemerintah, daIam hubungan dengan kekuasaan 

ekonomi, perlindungan hukum adalah perlindungan hukum bagi si lemah 

( ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi buruh 

terhadap pengusaha, perlindungan bagi penggarap tanah terhadap pemilik 

tanah (tuan tanah) , perIindungan bagi rakyat terhadap pemerintah.· 
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C. Profesionalisme SebagaiPola Pengembangan Perilaku PNS 

Pelayanan Puhlik adalah segala. kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan. kebutuhan penenma pelayanan maupun pelaksanaan 

kctcntuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hakckat 

pclayanan puhlik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat 

yang mcrupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai 

ahdi masyarakat. 

Adapun . asas PeJayanan publik adaJah 

NOMOR :63/KEPIM.PANI7/2003: 

I. Transparansi Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses· oleh 

semua pihak yang membu~an dan disediakan seeara memadai 

serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan 

3. Kondisional Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi d~ 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang' pada . prinsip 

efisiensi dan efektifitas 

4. Partisipatif Mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyeleng!:,'8raan pelayanan puhlik dengan memperhatikan 

aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

5.' Kesamaan Hak Tidak diskriminatif dalam arti tidakmembedakan 

suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi 

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pemheri dan penerima' 

pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing

masing pihak. 

Dalam pasal 12 UU No. 43 Th. 1999 disebutkan bahwa : 

( 1) Manajemen' Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk' menjamin 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan , seeara berdaya 

guna daY" herhasil guna .2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas 
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• 

pcmcrintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), dipcrlukan Pegawai Negeri Sipil profesional, bertanggung jawab, 

jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan 

sistem prestac;;i kerja dan sistern karier yang dititikberatkan pada sistern 

prestac;i kerja. 

Agar Pegawai Negeri Sipil ctapat melaksanakari tugasnya 
, 

secara berdaya guna dan berhasil gunamaka perlu diatur pembinaan PNS 

secara menyeIuruh; yaitu suatuperaturan pembinaan yang berlaku bagi 

PNS Pusat maupun daerah. Selain itu perlu dilaksanakan usaha 

penertiban dan pembinaan Aparatur Negara yang meliputi struktur , 

prosedur kerja, kepegawaian maupun sarana dan fasilitas kerja sehingga 

dapat diharapkan akan n:tenjadi aparatur yang benar-benar berwibawa, 

kuat , bedaya dan berhasi~ guna, bersiha dan penuh kesetiaan. 

(8alam,2003: .29) Sedangkan dalam pasal 13 disebutkan: (1) 

Kebijaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan 

norma, standar, prosedur, formasi. 

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Budiyanto bahwa 

untuk dapal menghadapi tantangan pada era globalisasi diperlukan 

pcmbenahan serta meningkatkan kualitas kinetja PNS, baik sisi 0 

kelembagaan maupun perilaku aparatnya sendiri. (Budiyanto :2001) Ke 

. depan dituntut profesionalisrne yang tinggi, PNS harus bersikap netra) 

dan profesional,. mampu berjalan sendiri tanpa dipengaruhi oleh 

perkembangan situasi· politik yang senantiasa berubah.( 

w\\'w.itjen.esdm.go.id.). Hal ini bertujuan agar pejabat publik 

mengutamakan kepentingan wnwn" sesuai dengan tugas yang mereka 

emban.(www.transparansi.or.id/majaiah) Untuk ituJah perlu 

dikembangkan sikap PNS yang positip terhadap Prinsip-Prinsip 

Pelayanan Publik, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan 

pelayanan publik. 
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Profcsional menipakan kemampuan teknis dan operasional 

yang ditcrapkan sccara optimum dalam batas-batas etika profesi. ( 

Ruslan, 2004: 64) Sedangkan Profesionalitas merupakan kemampuan 

untuk bertindak secara professional. (Alwi, Hasan; 2001,) Adanya 

keharusan PNS untuk dapat memberikan pelayanan secara protesional 

.sangat sesalii den~an makna dari govemmentyang memiliki arti atau 

berkonotasi baik, sedangkan government menjadibaik atau buruk 

dikarenakan govemance-nya(tata kepemerintahannya). 

(bttlxL£ill~ggQvemance) 

Adapun ciri-ciri penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

adalah: responsible, accountable. control able. transparancy, limitable 

dan lain sebagainya. (Manan, http://www.) Norma Etik Yang baik 

adalah nonna yang dapat memposisikan PNS yang netraJ. Hal ini bisa 

merupakan embrio menuju ·profesionalisme birokrasi; PNS sebab'&i suatu 

profesi harus inemiliki suatu noram etik tertentu yang·mengatur tentang 

apa yang bisa dan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang PNS dalam 

kapasitasnya sebagai sebuah profesi. 

Ke depan PNS dituntut untuk bersikap netral dan profesional, 

mampu berjalan sendiri tanpa dipengaruhi oleh perkembangan situasi 

politik· yang senantiasa berubah.( www.itjen.esdm.go.id.} Hal ini 

bertujuan agar pejabat publik mengutamakan kepentingan umum, sesuai 

dengan tugas yang mereka emban. Di dalam profesionalisme terkandung 

kriteria-kriteria sikap dan perilaku bekeJja untuk melaksanakan tugas 

pekerjaan sesuai dengan tuntutan profesinya yang tercakup faktor 

penguasaan iptek, akurasi dan tepat waktu, disiplin dan keteraturan kerja, 

sikap yang rasional dan tidak emosional, dedikasi, loyalitas pada tugas, 

semangat, kesabaran, kreatifitas dan sebagainya.(www.d Infokom) 

Posisi PNS yang netral merupakan embrio menuju 

profesionalisme birokrasi; PNS sebagai suatu profesi hams. memiliki 

suatu kode etjk tertentuyang mengatur tentang apa yang bisa dan yang 
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tidak bisa dilakukan olch seorang PNS dalarn kapasitasnya sebagai 

sebuah profesi. Perilaku yang etis dapat mengarahkan profesionalisme 
,. 

PNS untuk mewujudkan pernerintahan yang baik. (Gea, 2004) 

Sedangkan yang dimaksud dengan etika profesi adalah norma-norma 

atau kaidah yang ditetapkan oleh disipJin ilmu . pengetahuan dan 

organisa! profesi yang harns dipatuhi oleh pejabat fungsional dalaril 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. ( Salam, 2003, 42) 

Dalarn pelayanan publik salah satu aspek yang menonjol 

adalah keharusan aparatur mempunyai komitmen yang besar pada nHai 

dan stanelar· moralitas yang tinggi dalam menjalankan kekuasaan 

pernerintahan. (Mulyadi : 2004 ) Untuk itu perlu dicari jawaban 

bagaimana pemerintah melakukan penyempumaan dan pembenahan 

serta meningkatkan kualitas kinetjaPNS, baik sisi kelembagaan maupun 

perilaku aparatnya sendiri. (Budiyanto :2001) Ke depan PNS dituntut 

profesionalisme yang tinggi, harus bersikap netral dan profesional, 

marnpu betjalan sendiri tanpa dipengaruhi oleh perkembangan situasi 

politik yang senantiasa berubah.{ www.itjcn.csdm.go.id.). Hal ini 

bertujuan agar pejabat publik mengutamakan kepentingan umum, sesuai 

dcngan tugas yang mereka emban. 

Profesionalitas pelayanan publik dapat dirasakan oleh 

masyarakat apabila mampu memberikan pelayanan Publik secara prima, 

transparan,akuntabel dengan berpedoman kepada 

~vw~'iambi.wasantara.net.id :(1) Asas Pelayanan Pubhk:Transparan, 

Akuntabilitas, Kondisional, partisipasif,kesamaan hak dan, 

keseimbangan hak dan kewajiOan (2) Prinsip Pelayanan Publik 

:Keseluruhan~ kejelasan, ketepatan waktu, ukuran, keamanan, Tanggung 

Jawab, Kelengkapan sarana dan prasarana, Kemudahan akses dan, 

Kedispilanan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan (3) Standar 

peJayana Publik untuk kepastian bagi pemakai pelayanan (4) Pengukuhan 
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inJc\...s kcpuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat 

kualitas pclayanan publik.(5) manajemen dan proscdur pclayanan publik. 

Pembaharuan hukum harusnya dapat terus mcn~orong 

. Pemerintah untuk peningkatan pelayanan secara profesional yang 

menjamin seluruh warga dapat memperoleh pelayanan yang berkualitas 

dengan harga yang terjangkau. Hal ini akan memberi andil pada 

perkembangan pembangunan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan, 

serta meningkatkan' taraf hidup masyarakat.- Program ini melibatkan 

kegiatan-kegiatan memperjeias visi dan misi. membenahi slstem '. 

manajemen, sistem pendukung dan infonnasi, merubah kerangka 

peraturan dan kebijakan. serta merasionalisasi dan' memotivasi petugas 

untuk meningkatkan kinerja.(:www.deliveri.org) Jelas dalam hal ini 

Profesionalitas pelayanan publik harus didukung dengan pengaturan

pengaturan yang terus dapat mendorong perilaku PNS untuk semakin 

profesional. 
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A. Simpulan 

BABV 

PENUTU~ 

1. Ada banyakperaturan peru,ndang-undangan yang mengatur 

tentang Perilaku PNS dalam memberikan pelayanan publik 

yang diatur dalam UU, Peraturan pemerintah, Inpres, KepMen, 

maupun perda. Memang pengaturan Perilaku PNS meruapakan 

hal yang sangat penting akan tetapi jika terlalu banyak . 

peraturan justru akan menimbulkan suatu kesulitan dalam 

memahami maupun melaksankannya di lapangan. Begitu juga 

bagi masyanilcat akan mengalami kendala jika ingin ikut 

berpartisipasi daJam mendorong PNS untuk terus berperilaku 

yanglebih positif. Untuk meningkatkan perilaku posistif PNS 

perIua adanya pendekatan yang bersifat holi!';tik dan 

komprehenship sehingga diperlukan beberapa pendekatan . 
yaitu: . Pendekatan Legal, Pendekatan Moral , Pendekatan 

Administratif, Pendekatan etos keIja,. 

2. Pembenahan hukum diperlukan untuk. dapat mendorong perilaku 

PNS ke arah yang lebih konstruktif dan 6inamis. Pembetmhan 

hukum ha~ dapat mendorongbirokrasi untuk dapat merubah 

perilaku PNS agar . pelayanan yang diberikan dapat 

dipertanggungjawabkan kepac41 publik. Penegakan hukum dan 

pembenahan peraturan perundang-undanbratl dalam pelayanan 

publik hendaknya dapat menciptakan. pelayanan yang adil dan 

sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Asas 

demokrasi terutama berkaitan dengan prosedur dan substansi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan baik berupa 
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3. 

pcngambilan ~eputusan maupun berupa perbuatan-perbuatan 

nyata. 

Pengem~angan Profesionalisme sebagai pola pengembangan 

Perilaku PNS merupakan hal yqng tepat. Kerena di dalam 

Protesionafisme maka perilaku PNS akan selalu didasarkan 

pada 8ruran-aturan hukum, KO<ie Etik serta transparasi dan 

akuntable dalam memberikan peJyanana kepda pubIik. Dengan 

Profesionalisme PNS bukaIl hanya mementingkan masyarakat 

akan tetapi juga akan menyeimbangkan kepentingan negara, 

rna .. .lrakat serta PNS itu sendiri. Profesionali'srne buIain hany 

untuk PNS bagian teknis saja akan tetapi profesioIlalisme juga 

dituntut bagi PNS yang menjadi pejabat tingkat bawah rnaupun 

atas. 

B. Saran 

1. Periu adanya kajian berkaitan dengan banyaknya peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku PNS . Hal 

ini dimaksudkan agar ada suatu perturan yang khusus berkaitan 

dengan perilaku PNS sehingga masalah-masalah yang ada di 

Japangan dapat dipahami dengan mudah baik bagi PNS itu sendri 

maupun oleh rnasyarakat. Sehingga dengan demikian diharapkan 

akan dapat lebih dipedomani sebagai suatu acuan untuk 

meningkatkan perilaku PNS lebih positif 

2. PNS jJerlu terus dikembangkan ke arab yang semakin 

profesionalsehingga citra PNS akan sernakin positif dan disegani 

masyarakat. .' '. Pengembangan profesionalitas yang telah 

dicanangkan oleh pcmerintah harus terus disambut dengan 

aturan-aturan yang lcbih implcmentatif sehingga betul-betul 

dapat""dirasakan oleh masyarakat dan betu} betuk membawa 

negara dan bangsa ini menj~i lebih maju dan berbudaya, 
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( 

3. Perlu adanya pencgakan hukum yang me lip uti pengawasan dan 

I .Icrapan sanksi dalam membina sikap PNS yang sebelumnya 

juga perlu diadakan sosialisaSi mengenai perilaku PNS dalam 

pelayanan publik. 
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